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ABSTRACT 

This article aims to explore the implementation and challenges of the Free Legal Aid 

Program for Families in Need within Religious Courts. The research employs a qualitative 

method using a case study approach, where data is collected through in-depth interviews with 

judges, lawyers, and recipients of legal aid. The academic debate in this article includes an 

analysis of the program's effectiveness in meeting the legal needs of the community, as well as 

the challenges faced, such as a lack of resources and public understanding of their legal rights. 

The findings indicate that while the program holds significant potential for assisting families in 

need, various obstacles exist, including social stigma, insufficient program outreach, and 

administrative challenges that affect the accessibility and quality of legal services. These 

findings aim to provide insights for future program improvements. 

Keywords: Free legal aid, Religious Courts, families, implementation challenges, access to 

justice. 

 

ABSTRAK 

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi dan tantangan dari 

Program Bantuan Hukum Gratis untuk Keluarga Tidak Mampu di Pengadilan Agama. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para hakim, pengacara, dan penerima 

bantuan hukum. Perdebatan akademis dalam artikel ini mencakup analisis efektivitas 

program dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, serta tantangan yang dihadapi, 

seperti kurangnya sumber daya dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum 

mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini memiliki potensi 

yang signifikan untuk membantu keluarga yang membutuhkan, namun terdapat berbagai 

hambatan, termasuk stigma sosial, kurangnya jangkauan program, dan tantangan 

administratif yang mempengaruhi aksesibilitas dan kualitas layanan hukum. Temuan ini 

bertujuan untuk memberikan masukan bagi perbaikan program di masa mendatang. 

Kata kunci: Bantuan hukum gratis, Pengadilan Agama, keluarga, tantangan 

implementasi, akses terhadap keadilan. 

 

PENDAHULUAN 

Akses terhadap keadilan saat ini di Indonesia, sering kali dibatasi oleh faktor 

ekonomi, yang menyebabkan kelompok masyarakat tertentu, terutama keluarga 

berpenghasilan rendah, kesulitan untuk mendapatkan layanan hukum yang 

memadai. Dalam konteks ini, Program Bantuan Hukum Gratis (PBHG) bagi keluarga 

yang membutuhkan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga 

negara, tanpa memandang status ekonomi, dapat mengakses sistem peradilan. 
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Program ini bertujuan untuk membantu mereka yang tidak mampu secara finansial 

dalam memenuhi kebutuhan hukum, terutama di Pengadilan Agama yang 

menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti perceraian, 

warisan, dan perwalian. 

Namun, implementasi PBHG di Pengadilan Agama menghadapi berbagai 

tantangan. Meskipun ada sejumlah regulasi yang mendukung penyelenggaraan 

bantuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum, pelaksanaannya masih menemui hambatan. Sebagai contoh, data dari 

Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari keluarga yang 

membutuhkan yang dapat memanfaatkan bantuan hukum ini secara efektif. Menurut 

laporan tahun 2022, hanya 15% dari total permohonan bantuan hukum yang 

diajukan oleh masyarakat yang disetujui. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan 

dalam pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka serta aksesibilitas 

layanan bantuan hukum. 

Dalam perspektif akademik, perdebatan mengenai efektivitas program ini juga 

menarik untuk dicermati. Beberapa ahli berargumen bahwa meskipun program ini 

dirancang untuk memperluas akses keadilan, namun mekanisme penyaluran 

bantuan hukum yang ada sering kali tidak efisien dan transparan. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan ideal program 

dan realitas di lapangan. Di sisi lain, ada juga pendapat yang menekankan 

pentingnya peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam 

mendukung program ini agar lebih efektif. Penelitian oleh sejumlah akademisi juga 

menunjukkan bahwa keberadaan lembaga bantuan hukum independen dapat 

meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem hukum. 

Dengan mempertimbangkan data dan fakta di atas, penting untuk 

menganalisis lebih lanjut tentang bagaimana PBHG di Pengadilan Agama 

diimplementasikan, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa 

bantuan hukum benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan. Hal ini 

akan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai efektivitas program dan 

potensi perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan keadilan sosial yang lebih 

inklusif. 

 

METODE PENELITIAN 

   Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali 

pemahaman yang lebih dalam mengenai implementasi program bantuan hukum 

gratis dan tantangannya di Pengadilan Agama. 

Penelitian ini akan menggunakan desain studi kasus dengan fokus pada 

Pengadilan Agama tertentu yang telah melaksanakan program bantuan hukum 

gratis. Keluarga yang membutuhkan bantuan hukum dan berperkara di Pengadilan 

Agama. 

Teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara dengan informan 

untuk mendapatkan perspektif dan pengalaman mereka terkait program bantuan 
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hukum gratis. Kemudian observasi partisipatif yaitu mengamati proses pelaksanaan 

program di Pengadilan Agama. Dilanjutkan dengan studi dokumentasi yaitu 

mengumpulkan dokumen terkait, seperti kebijakan, laporan kegiatan, dan data 

statistik yang berkaitan dengan program. 

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis tematik yaitu data yang 

diperoleh dari wawancara dan observasi akan dianalisis menggunakan analisis 

tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul. Dilanjutkan triangulasi 

data yaitu menggunakan triangulasi data dari berbagai sumber (wawancara, 

observasi, dan dokumentasi) untuk meningkatkan validitas temuan. 

Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang 

mendalam mengenai bagaimana program bantuan hukum gratis dilaksanakan dan 

tantangan yang dihadapi oleh pengadilan serta penerima bantuan. Dengan 

pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mampu mengungkap dinamika yang tidak 

terjangkau oleh data kuantitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program Bantuan Hukum Gratis (BHG) merupakan inisiatif yang diambil oleh 

pemerintah untuk memastikan akses terhadap keadilan bagi semua lapisan 

masyarakat, terutama bagi keluarga yang membutuhkan. Dalam konteks hukum 

keluarga, Pengadilan Agama berperan penting dalam menyelesaikan sengketa yang 

berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak. Artikel ini membahas 

implementasi program BHG di Pengadilan Agama serta tantangan yang dihadapi 

dalam pelaksanaannya. 

Teori Bantuan Hukum berfokus pada prinsip keadilan dan kesetaraan dalam 

akses terhadap sistem hukum. Menurut teori ini, setiap individu, tanpa memandang 

status ekonomi, berhak mendapatkan bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-

haknya. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan sosial yang mengharuskan negara 

menyediakan sarana dan prasarana hukum bagi warganya.  

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM melakukan sosialisasi 

program BHG di berbagai daerah, termasuk di Pengadilan Agama. Upaya ini 

bertujuan untuk menjangkau keluarga yang membutuhkan, terutama di daerah 

terpencil. 

Keluarga yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan biasanya adalah 

mereka yang tidak mampu secara finansial. Kriteria ini meliputi penghasilan di 

bawah garis kemiskinan dan kepemilikan aset yang minimal. 

Pengajuan permohonan BHG dilakukan melalui Pengadilan Agama, di mana 

petugas akan membantu keluarga dalam mengisi formulir dan menyediakan 

dokumen yang diperlukan. Setelah pengajuan disetujui, penerima bantuan akan 

mendapatkan pendampingan hukum dari advokat atau lembaga bantuan hukum 

yang ditunjuk. Ini termasuk konsultasi, penyusunan dokumen hukum, dan 

representasi di pengadilan. 

Banyak keluarga yang tidak mengetahui adanya program BHG. Meskipun 

sudah ada sosialisasi, tidak semua masyarakat mendapatkan informasi yang cukup, 
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terutama di daerah terpencil. Pengadilan Agama sering kali menghadapi 

keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. Hal ini dapat menghambat 

efektivitas program, seperti dalam penyediaan advokat yang kompeten. 

Terdapat stigma negatif di masyarakat terkait pengajuan bantuan hukum. 

Beberapa individu merasa malu atau enggan untuk mengakses layanan ini, yang 

mengakibatkan mereka kehilangan hak-hak hukum yang seharusnya mereka 

dapatkan. Beberapa keluarga mungkin mengalami kesulitan dalam proses 

administrasi yang dianggap rumit, seperti pengisian formulir atau pengumpulan 

dokumen yang diperlukan. 

Tidak semua advokat yang ditugaskan memiliki pengalaman atau pemahaman 

yang cukup mengenai masalah hukum keluarga. Hal ini dapat berdampak pada 

kualitas layanan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan. perdebatan 

mengenai efektivitas program BHG sering kali muncul. Di satu sisi, banyak yang 

mendukungnya sebagai langkah positif untuk mengurangi kesenjangan akses 

terhadap keadilan. Di sisi lain, ada pandangan bahwa tanpa peningkatan kualitas 

layanan dan kesadaran masyarakat, program ini tidak akan mencapai tujuannya. 

Solusi dalam permasalahan ini yaitu dengan memperkuat program sosialisasi 

melalui media sosial, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah untuk 

menjangkau masyarakat lebih luas. Kemudian dengan menyelenggarakan pelatihan 

bagi advokat dan petugas di Pengadilan Agama untuk meningkatkan pemahaman 

mereka tentang hukum keluarga dan praktik terbaik dalam memberikan layanan 

hukum. Dan mengurangi birokrasi yang kompleks dan mempermudah proses 

pengajuan bantuan hukum agar lebih mudah diakses oleh masyarakat dan 

mendorong kampanye untuk menghilangkan stigma sosial terkait penggunaan 

layanan bantuan hukum, sehingga lebih banyak individu merasa nyaman untuk 

mengaksesnya. 

Program Bantuan Hukum Gratis bagi Keluarga yang Membutuhkan di 

Pengadilan Agama adalah langkah penting dalam memperjuangkan akses keadilan. 

Namun, tantangan dalam implementasinya perlu diatasi agar program ini benar-

benar efektif. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, dan 

masyarakat, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi 

keluarga yang membutuhkan. 

 

Analisis 

Program Bantuan Hukum Gratis (BHG) merupakan inisiatif yang diambil oleh 

pemerintah untuk memastikan akses terhadap keadilan bagi semua lapisan 

masyarakat, terutama bagi keluarga yang membutuhkan. Dalam konteks hukum 

keluarga, Pengadilan Agama berperan penting dalam menyelesaikan sengketa yang 

berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak. Artikel ini membahas 

implementasi program BHG di Pengadilan Agama serta tantangan yang dihadapi 

dalam pelaksanaannya. 

Teori Bantuan Hukum berfokus pada prinsip keadilan dan kesetaraan dalam 

akses terhadap sistem hukum. Menurut teori ini, setiap individu, tanpa memandang 
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status ekonomi, berhak mendapatkan bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-

haknya. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan sosial yang mengharuskan negara 

menyediakan sarana dan prasarana hukum bagi warganya.  

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM melakukan sosialisasi 

program BHG di berbagai daerah, termasuk di Pengadilan Agama. Upaya ini 

bertujuan untuk menjangkau keluarga yang membutuhkan, terutama di daerah 

terpencil. Keluarga yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan biasanya 

adalah mereka yang tidak mampu secara finansial. Kriteria ini meliputi penghasilan 

di bawah garis kemiskinan dan kepemilikan aset yang minimal. 

Pengajuan permohonan BHG dilakukan melalui Pengadilan Agama, di mana 

petugas akan membantu keluarga dalam mengisi formulir dan menyediakan 

dokumen yang diperlukan. Setelah pengajuan disetujui, penerima bantuan akan 

mendapatkan pendampingan hukum dari advokat atau lembaga bantuan hukum 

yang ditunjuk. Ini termasuk konsultasi, penyusunan dokumen hukum, dan 

representasi di pengadilan. 

Banyak keluarga yang tidak mengetahui adanya program BHG. Meskipun 

sudah ada sosialisasi, tidak semua masyarakat mendapatkan informasi yang cukup, 

terutama di daerah terpencil. Pengadilan Agama sering kali menghadapi 

keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. Hal ini dapat menghambat 

efektivitas program, seperti dalam penyediaan advokat yang kompeten. 

Terdapat stigma negatif di masyarakat terkait pengajuan bantuan hukum. 

Beberapa individu merasa malu atau enggan untuk mengakses layanan ini, yang 

mengakibatkan mereka kehilangan hak-hak hukum yang seharusnya mereka 

dapatkan. Beberapa keluarga mungkin mengalami kesulitan dalam proses 

administrasi yang dianggap rumit, seperti pengisian formulir atau pengumpulan 

dokumen yang diperlukan. 

Tidak semua advokat yang ditugaskan memiliki pengalaman atau pemahaman 

yang cukup mengenai masalah hukum keluarga. Hal ini dapat berdampak pada 

kualitas layanan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan. 

Perdebatan mengenai efektivitas program BHG sering kali muncul. Di satu sisi, 

banyak yang mendukungnya sebagai langkah positif untuk mengurangi kesenjangan 

akses terhadap keadilan. Di sisi lain, ada pandangan bahwa tanpa peningkatan 

kualitas layanan dan kesadaran masyarakat, program ini tidak akan mencapai 

tujuannya. 

Solusi dalam menghadapi persoalan ini yaitu memperkuat program sosialisasi 

melalui media sosial, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah untuk 

menjangkau masyarakat lebih luas. Kemudian menyelenggarakan pelatihan bagi 

advokat dan petugas di Pengadilan Agama untuk meningkatkan pemahaman mereka 

tentang hukum keluarga dan praktik terbaik dalam memberikan layanan hukum. 

 Mengurangi birokrasi yang kompleks dan mempermudah proses pengajuan 

bantuan hukum agar lebih mudah diakses oleh masyarakat dan mendorong 

kampanye untuk menghilangkan stigma sosial terkait penggunaan layanan bantuan 

hukum, sehingga lebih banyak individu merasa nyaman untuk mengaksesnya. 
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Program Bantuan Hukum Gratis bagi Keluarga yang Membutuhkan di 

Pengadilan Agama adalah langkah penting dalam memperjuangkan akses keadilan. 

Namun, tantangan dalam implementasinya perlu diatasi agar program ini benar-

benar efektif. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, dan 

masyarakat, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi 

keluarga yang membutuhkan. 

 

KESIMPULAN 

Program Bantuan Hukum Gratis di Pengadilan Agama memiliki peran krusial 

dalam memastikan akses keadilan bagi keluarga yang kurang mampu. Melalui 

program ini, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dalam pelayanan hukum 

dan memberikan perlindungan hak-hak hukum, terutama bagi perempuan dan anak-

anak. Namun, implementasi program ini menghadapi berbagai tantangan, seperti 

kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, serta stigma yang masih melekat 

pada penerima bantuan hukum. Untuk meningkatkan efektivitas program, 

diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil, 

serta peninjauan regulasi yang ada untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan 

bantuan hukum. Dengan upaya yang terintegrasi, program ini dapat menjadi alat 

yang efektif dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. 
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